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HUKUM TERHADAP CYBERPORN" ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaturan cyberporn dalam peraturan perundang - undangan di Indonesia 
ditinjau dari perspektif perkembangan hukum pidana di bidang teknik 
informatika, mengetahui hambatan - hambatan penegakan hukum terhadap 
pemilik website atas cyberporn ditinjau dari perspektif perkembangan hukum 
pidana di bidang teknik informatika, dan untuk mengetahui upaya - upaya 
preventif dalam membatasi "penyebaran" cyberporn. 
Metode  pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
yuridis normatif, atau penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 
bahan pustaka atau data sekunder. 
Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum positif 
Indonesia belum memadai dengan perkembangan pornografi di internet 
(cyberporn) yang terjadi pada saat ini. Adapun kelemahan - kelemahan 
pengaturan cyberporn di Indonesia antara lain meliputi pemberian batasan 
pornografi yang tidak jelas, pihak mana yang berwenang untuk melakukan 
tindakan tertentu dalam mengatasi masalah pornografi, ancaman hukuman yang 
terlalu ringan, ketidakjelasan pihak yang dianggap tepat untuk 
mempertanggungjawabkan kejahatan yang dikategorikan pornografi, dan 
penegakan hukum yang tidak konsisten. 
Hambatan - hambatan penegakan hukum terhadap pemilik website atas 
cyberporn ditinjau dari perspektif perkembangan hukum pidana di bidang teknik 
informatika adalah meliputi masalah pembuktian, adanya perbedaan persepsi dari 
penegak hukum dalam menafsirkan Cyberporn, dan kurangnya kemampuan dan 
ketrampilan aparat penegak hukum di bidang komputer 
Upaya preventif dalam membatasi "penyebaran" cyberporn adalah melalui 
pemblokiran situs-situs porno. Namun upaya ini banyak dianggap oleh berbagai 
kalangan sebagai upaya yang sia-sia karena situs porno yang ditutup tidak 
sebanding dengan jumlah kemunculan situs porno baru dalam tiap harinya 
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